
2. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

.Nomor 4286); 

1. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

Mengingat 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2016­2021. 

b. bahwa untuk merumuskan gambaran umum kondisi 
pelayanan yang akan dilaksanakan/ diselenggarakan oleh 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian 
Penduduk Kabupaten Lampung Timur sebagai penjabaran 
visi, misi Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun, maka perlu 
ditetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2016­202; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk 
Kabupaten Lampung Timur yang merupakan dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 

Menimbang 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PENGENDALIAN PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TAHUN 2016-2021 

TENTANG 

PERATUR.AN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 5S TAHUN 2018 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 
PROVINSI LAMPUNG 



12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

7. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang­Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang­Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005­2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

4. Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang­Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

' 
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5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Paul 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGENDALIAN 
PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016-2021 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

1 7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Pengendalian Penduduk. 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016­ 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2016 Nomor 15); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011­2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2005­2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2010 Nomor 10); 

(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015­2019 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 06); 

.. 
! 
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(1) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk sebagai 
dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan 
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib 
dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 
perangkat daerah. 

(2) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi: 

Pasal 2 

BABll 
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYA.Alf PEREMPUAN DAN 

PENGENDALIAN PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

15. Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah {LAKIP) adalah laporan 
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam 
mencapai tujuan/ sasaran strategis. 

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 
pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia], barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan 
keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan daerah. 

12. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya­upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi. 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut 
dengan rencana Pemerintah tahunan daerah. 

7. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian 
Penduduk Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut dengan 
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk adalah 
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten 
Lampung Timur adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang 
pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk. 

' . 
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DERITA DAERAH-KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR llf 

ARIS DAERAH 

2018 
Diundangkan di Sukadana 
pada tang al 2~ Oe.~Mbet 

CHUSNUNIA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal a: g ~~bef' 2018 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Pasal 4 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dalam 
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja­ Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Pengendalian Penduduk) Tahun 2016­2021; 

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dalam 
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
tahunan. 


